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PELAKSANAAN MAGANG, PRAKTIK PELAJAR LAPANGAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT DI RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

Fada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua
Puluh Lima, bertempat di RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA, kami yang

bertanda tangan di bawah inl :

1 | Made Putu Sudiartha H, S.5i,
MBA, M.AP

2 dr. Hj. Wiwin Nurhasida

Direktur Akademi Administrasi Rumah
Sakit Mataram yang diangkat berdasarkan
Sural  Keputusan Yayasan  Nomor
002/SKY ANB/IV/2022 tentang
pengangkatan Direktur Akademi
Administrasi Rumah Sakit Mataram,
mewakili dan bertindak untuk dan atas
nama Akademi Administrasi Rumah Sakit
Mataram, berkedudukan di JI.  Amir
Hamzah MNo.11 Mataram selanjutnya
disebut “PIHAK PERTAMA"

Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani
Nomor 1 Selagalas Mataram berdasarkan
Keputusan Gubernur MNusa Tenggara
Barat Nomor. 821.2/542/BKD/2022 tanggal
31 Agustus 2022, untuk dan atas nama
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma,
selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat
mengadakan Perjanjian Kerla Sama tentang Pelaksanaan Magang, Praktik Belajar
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Lapangan, Penelitan Dan Pengabdian Masyarakat Di Rumah Sakit Jiwa Mutiara

Sukma dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-
pasal di bawah ini.

Dasar Pertimbangan :

1.
2.
3.

~ ooas

10,

1.

12,

Undang-Undang Momor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang tentang Pendidikan Tinggl;
Undang Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Uindang
Nomaor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomaor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat
Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah MNomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengeloaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rl Nomor
154/KPI1/2016 tenfang |zin Pendirian Akademi Administrasi Rumah Sakit
Mataram di Kota Mataram Yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan
Mandin Nusantara Berjaya.

Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No, 954/SK/BAN-
PT/AKPTIXIZ023 tentang status predikan akreditasi Akademi Administrasi
Rumah Sakit Mataram dengan nilai Akreditasi Baik.

Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Barat nomor 53 tahun 2019 tentang
Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah
Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata
Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Mutiara
Sukma Frovinsi Nusa Tenggara Barat Dengan Pihak Lain:

Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomer 56 tahun 2011 tentang
Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daersh
{FPK-BLUD) pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan Naskah Perjanjian Kerja Sama ini adalah ;

1.

A

Akademi Administrasi Rumah Sakit Mataram adalah Sekolah Tinggi yang
berkedudukan di JI. Amir Hamzah No.11 Mataram,

Direktur Akademi Administrasi Rumah Sakil Mataram adalah Jabatan tertinggi di
Akademi Administrasi Rumah Sakit Mataram yang bertanggung jawab atas
semua pengelolaan Akademi Administrasi Rumah Sakit Mataram;

Peserta Didik adalah Mahasiswa dan atau Mahasiswi Diploma Tiga Administrasi
Rumah 3Sakif, yang tercatat sedang memimba lmu di Akademi Administrasi
Rumah Sakit Mataram;
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4. Rumah Sakit Jiwa Mutlara Sukma sebagal PIHAK KEDUA merupakan Rumah
Sakit Khusus Kelas B milik Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai
fungsi pelayanan utama kesehatan jiwa, pendidikan, pelatihan, penelitan dan
pengabdian masyarakat dalam bidang kedokteran, ilmu-ilmu kesehatan dan non
kesehatan lainnya, selanjutnya disingkat RSJ Mutiara Sukma.

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.

Pasal 2
TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK
dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian Magang, Praktik Belajar
Lapangan dan pengabdian masyarakat;

2. Mendidik peserta didik Diploma Tiga Administrasi Rumah Sakit, dalam bidang
administrasi rumah sakit.

3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian khususnya di bidang administrasi rumah
sakil, sehingga dapat memberikan Kontribusi pada peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan Masyarakat.

4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang
administrasi rumah sakit.

5. Meningkatkan kerja sama dengan daya guna dan rasa tanggung jawab serta
pengabdian yang tulus ikhlas kepada masyarakat dan negara di bidang
administrasi rumah sakit,

FPasal 3
RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Ruang lingkup kerja sama meliputi pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian,
Magang, Peraktk Belajar Lapangan, dan Pengabdian Masyarakat, Sumber Daya
Manusia, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, Manajemen Pendidikan serta hai-hal
lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar tujuan kerja sama dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

(1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangl tugas pokok masing-
masing, PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai
kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya
manusia, sarana dan prasarana yang ada pada PARA PIHAK:

(2) Dalam peiaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang
diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA bersedia
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(1)
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(3)

(4}

memberikan bantuan sesual dengan kemampuan untuk terselenggaranya

kegiatan antara lain dalam bentuk |

FPendanaan;

Bantuan hukum;

Bantuan tenaga ahlilfprofesional;

Pendidikan dan pelatihan;

Lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya;

Penelitian bersama;

Penggunaan laboratorium maupun fasilitas lainnya, dan

Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Fen:lanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, digunakan

untuk peningkatan kompetensi peserta didik sebagal tenaga kesehatan;

Dalam kegiatan rutin yang dilaksanakan, PARA PIHAK:

a. Bersedia memberikan bantuan tenaga berupa tenaga ahli tanpa
mengganggu program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat;

b. Memberikan kesempatan kepada pesena didik untuk mempelajan serts
dalam hal tertentu mengelola kasus yang dirawat PIHAK KEDUA sesuai
dengan peraturan yang berlaku,

Calam melaksanakan tanggung jawab, PARA PIHAK harus mematuhi

peraturan perundang-undangan dan standar prosedur yvang berlaku serta

program peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada PIHAK KEDUA.

Jika salah satu pihak melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada

pasal 4 ayat (3), maka pihak yang melakukan pelanggaran yang harus

mempertanggungjawabkannya.

S@~anoon

Pasal &
PENGATURAN DOSEN

PIHAK PERTAMA menetapkan Dosen (Pembimbing/Pendidik dan Penilai)
berdasarkan usulan PIHAK KEDUA:

PIHAK KEDUA menetapkan Pembimbing/Pendidik dan Penilai yang
bertanggung jawab terhadap pembelajaran klinikk kepada peserta didik di
lingkungan PIHAK KEDUA:

Dosen yang ditunjuk telah memenuhl kualifikasi sebagal Pembimbing/Pendidik
Kiinik dan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

Kinerja Dosen dinilai oleh Tim Penilai Kinerja Dosen dari PARA PIHAK sesuai
peraturan yang berlaku
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Pasal 6
PROSES PENDIDIKAN

PARA PIHAK secara bersama melakukan perencanaan pembelajaran
Administrasi Rumah Sakit lermasuk persyaratan dan metode prakiik peserta
didik yang telah disesuaikan dengan bidang Administrasi Rumah Sakit;
Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit memiliki :
a. Target pembelajaran yang jelas;

b. Kegiatan yang terstruktur dan berimbang, dan

€. Sistem evaluasi yang jelas dan obyekiif.

PIHAK PERTAMA menyampaikan kepada PIHAK KEDUA jadwal pra-
pelaksanaan Praklik sebelum peserta didik mengikuti  pembeiajaran
Administrasi Rumah Sakit;

PIHAK KEDUA memberikan pembelajaran Administrasi Rumah Sakit yang
terstruktur yang ditetapkan bersama PARA PIHAK dan mengacu pada Standar
Pendidikan dengan tujuan pendidikan yang jelas/konkrit dan batas kompetensi
tegas yang tertuang dalam regulasi berupa pedoman:

Fembeiajaran Administrasi Rumah Sakit diselenggarakan melalui pelayanan
yang diberikan oleh Dosen Pembimbing/Pendidik Administrasi Rumah Sakit
dan atau pelayanan yang diberikan oleh peserta Administrasi Rumah Sakit
dengan bimbingan dan pengawasan Dosen Pembimbing/Pendidik Administrasi
Rumah Sakit sebagal penanggung jawab pelayanan;

Pelaksanaan kegiatan dan jadwal Pembelajaran Administrasi Rumah Sakit
diatur oleh Tim KORDIK PIHAK KEDUA yang diketahul oleh PARA PIHAK:
Evaluasi penyelenggaraan Pembelajaran klinik dilakukan PARA PIHAK secara
berkala, bersama Tim KORDIK Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, sekurang-
kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Pasal7
PENGATURAN PESERTA DIDIK

Peserta didik yang akan menjalani program pembelajaran Praktik ditentukan
oleh PARA PIHAK;

Secara bersama PARA PIHAK menetapkan daya tampung jumlah peserta didik
pada pada jenjang Diploma |ll Administrasi Rumah Sakit, dengan ratio 1 orang
Pembimbing/Pendidik banding 7 orang peserta didik;

Peserta didik yang akan menjalani program pembelajaran Praktik terlebih
dahulu mengikuti kegiatan Orientasi Umum pada PIHAK KEDUA sesuai
dengan alur penerimaan peserta didik yang berlaku pada PIHAK KEDUA:
Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, segala
sesualu yang berhubungan dengan alat habis pakai yang digunakan oleh
peserta didik akan ditangggung oleh PIHAK PERTAMA;

Apabila terjadi kecelakaan kerja yang menimpa peserta didik dalam
melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka akan
ditanggung oleh PIHAK PERTAMA;

Paserta didik yang melaksanakan keglatan praktik wajib mematuhi peraturan
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tata tertib yang berlaku di PIHAK KEDUA,;
Evaluasi Peserta Didik dilaksanakan cleh Dosen Pembimbing/Pendidik PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 8
HAK DAN KEWA.JIBAN

Hak-hak PIHAK PERTAMA

Mengajukan permohonan dan propesal rencana kegiatan praktik sesuai
dengan kKemampuan yang hendak dicapai peserta didik kepada PIHAK
KEDUA,

Mengajukan permohonan dan proposal rencana kegiatan yang berhubungan
dengan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Administrasi
Rumah Sakit kepada PIHAK KEDUA;

Mengajukan permohonanan tenaga pembimbing praktik peserta didik
kepada PIHAK KEDUA

Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA
sepanjang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan,
pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat,

Mendapatkan laporan penilaian secara tertulis atas kompetensi peserta didik
selama mengikuti pembelajaran klinik di PIHAK KEDUA,

Memperoleh laporan kemajuan berkala setiap tahun dari PIHAK KEDUA
mengenai jumlah peserta didik, tingkat kelulusan dan daftar tunggu ujian.

Hak-hak PIHAK KEDUA

b.

C.

Menerima jadwal bimbingan dan pembelajaran yang telah ditentukan oleh
PIHAK PERTAMA sebelum peserta didik mengikuti pembelajaran Praitik;
Menerima dan menjadwalkan peserta didik dari PIHAK PERTAMA untuk
dapat berpraktik sesuai dengan peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA;
Mengusulkan kepada PIHAK PERTAMA penetapan dosen (Pembimbing,
Pendidik dan Penilai) PIHAK KEDUA vyang diperlukan untuk
terselenggaranya proses pembelajaran;

Memperoleh sarana, prasarana dan dukungan untuk pelayanan, pendidikan
dan penelitian dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, dan sarana prasarana tersebut ditempatkan dan digunakan
sebagai fasilitas pendidikan di PIHAK KEDUA.

Mendapatkan jasa sarana dan jasa pelayanan dari PIHAK PERTAMA atau
Peserta Didik PIHAK PERTAMA atas pelayanan pendidikan, pelatihan,
penelitian dan pengabdian masyarakat yang dibenkan sesual dengan
kesepakatan bersama;

Mendapatkan honorarium tenaga dosen (Pembimbing/Pendidik dan Penilai)
serta tenaga administrasi untuk proses pembelajaran di PIHAK KEDUA
sesual peraturan yang berlaku dan kesepakatan PARA PIHAK;
Mendapatkan penggantian kerusakan fasilitas akibat dari kelalaian peserta

didik dan dibebankan kepada peserta didik yang bersangkutan dan
difasilitasi oleh PIHAK PERTAMA,

F‘u_'.til'aru Pihak
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I.

Memperoleh bantuan untuk peningkatan kompetensi dan pengembangan
sumber daya manusia PIHAK KEDUA;

Membenkan teguran dan sanksi sesual ketentuan yang berlaku dan bila
perlu mengembalikan peserta didik/penelitipengabdi kepada PIHAK
PERTAMA, bila peserta didik/penelitipengabdi yang bersangkutan teiah
melanggar disiplin dan ketentuan/peraturan tata tertib PIHAK KEDUA.

Kewajiban PIHAK PERTAMA

a

Mematuhi semua prosedur dan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK
KEDUA yang berkaitan erat dengan kegiatan praktiik lapangan, penelitian
dan pengabdian masyarakat baik yang bersifat teknis maupun administratif:
Menetapkan Pembimbing/Pendidik PIHAK KEDUA sebagai Tenaga Dosen;
Menetapkan tenaga sekretariat khusus (staf non akademik) dari PIHAK
PERTAMA untuk menangani administrasi dan kelengkapan proses
pendidikan peserta didik di PIHAK KEDUA;

Mengatur penginman peserta didik dan menyediakan tenaga dosen untuk
membimbing dan melakukan supervisi secara berkala terhadap peserta didik
yang melaksanakan pembelajaran klinik di PIHAK KEDUA;

Mengadakan bimbingan klinik dan atau supervisi serta memonitor kegiatan
praktik lapangan peserta didik di PIHAK KEDUA;

Mengadakan evaluasi dan membuat kajian tertulis tentang hasil evaluasi
program pendidikan kesehatan yang dijalankan di PIHAK KEDUA, paling
sedikit satu kali setahun;

Mengganti pada masa akhir praktik setiap kerusakan fasilitas yang terjadi
pada PIHAK KEDUA sebagai akibat kelalaian peserta didik selama kegiatan
praktik lapangan,

Memberikan honorarium dosen (Pembimbing/Pendidik dan Penilal) serta
tenaga administrasi PIHAK KEDUA untuk proses pembelajaran di PIHAK
KEDUA sesuai peraturan yang berlaku dan kesepakatan PARA PIHAK:
Membayar biaya praktik penelitan dan pengabdian masyarakat sesuai
ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA ;

Memberikan laporan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat kepada
PIHAK KEDUA,

Kewajiban PIHAK KEDUA

d.

Menyediakan dosen yang melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap
peserta didik PIHAK PERTAMA dalam memberikan pelayanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menyediakan tempat praktik dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai
dengan kebutuhan pendidikan PIHAK PERTAMA

Mengijinkan PIHAK PERTAMA untuk memakai dan memanfaatkan sarana
dan prasarana yang ada pada PIHAK KEDUA untuk kepentingan
pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;

Menentukan instalasi, unit atau ruang yang dijadikan tempat pendidikan
penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kemampuan yang
hendak dicapai ocleh para peserta didik/penelitipengabdi seperti vang
diajukan oleh PIHAK PERTAMA;
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2. Meanetapkan dosen (Fembimbing/Pendidik dan Penilai) dan Tim KORDIK
yang bertanggung jawab terhadap penyelelenggaraan pembelajaran praktik;

. Memberikan hasil evaluasl yang menyangkut kegiatan praktik peserta didik
kepada PIHAK PERTAMA.

g. Memberikan surat keterangan telah menyelesaikan praktik lapangan bagi
peserta didik PIHAK PERTAMA pada akhir kegiatan,

Pasal 8
PENDANAAN

Pendanaan penyelenggaraan fungsl rumah sakit pendidikan menjadi tanggung
jawab bersama PARA PIHAK dan digunakan untuk Pendidikan, Penelitian dan
Fengabdian pada masyarakat dalam rangka pembelajaran kiinik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pendanaan dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Setiap Pendanaan yang ada hubungannya dengan program pendidikan,
peneliian dan pengabdian masyarakat ditanggung PIHAK PERTAMA atau
Peserta Didik PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan PARA PIHAK
sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini;

Segala kegiatan pelaksanaan fungsi rumah sakit yang menyangkut bidang
adEminiatram dan pengelolaan keuangan dilakukan sepenuhnya oleh PIHAK
KEDUA.

Pasal 10
PENELITIAN

Fenyelenggaraan penelitian yang dilakukan bersifat translasional di bidang ilmu
dan teknologl kesehatan,

Mengembangkan penelitan pelayanan unggulan rumah sakit yang
berkesinambungan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dan pendidikan di
rumah sakit.

Penelitian dilakukan oleh pendidik kiinik PIHAK KEDUA dengan melibatkan
peserta didik dan peneliti dari PIHAK PERTAMA atau pihak lain dengan
mempernatikan efika paneliian sesual peraturan perundang-undangan;

Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan atau
dipublikasikan dalam jumal ilmiah nasional dan ataupun intemasional yang
terakreditasi kecuall hasil penelitan yang bersifat rahasia, berpotensi
mengganggu, dan atau membahayakan kepentingan umum;

Biaya penelitian ditanggung peneliti berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini
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Pasal 11
REKRUTMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

(1} PARA PIHAK secara bersama menetapkan tata cara rekrutmen dan kriteria
kompetensi Dosen dan Tenaga HKependidikan dalam penyelenggaraan
pembelajaran Praktik di PIHAK KEDUA;

(2} PIHAK PERTAMA mengangkat Tenaga Pendidik PIHAK KEDUA sebagai
Dosen Luar Biasa.

Pasal 12
KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Bahwa di dalam perencanaan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang
menyangkut kepentingan pihak lain, dilaksanakan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 13
TANGGUNG JAWAB HUKUM

{1} Apabila terdapat dugaan pelanggaran etik, disiplin, hukum serta keluhan
terhadap pelayanan yang diberikan oleh peserta didik PIHAK PERTAMA, maka
PIHAK KEDUA akan menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA untuk
diindaklanjutl bersama;

(2) PIHAK PERTAMA ikut menyelesaikan dan bertanggung jawab apabila terjadi
sengketa dalam pemberian pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
yang diakibatkan oleh perbuatan peserta didik,

(3) Apabila terdapat keluhan pasien/keluarga pasien yang mengarah kepada
tuntutan hukum, maka dari PARA PIHAK akan memberikan perlindungan
hukum kepada Peserta Didik dan apabila kasus berlanjut maka dilakukan
penyelesaian melalui negosiasi, mediasi maupun litigasi yang melibatkan
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

(4) Bilamana terjadi kecelakaan kerja yang menimbulkan korban lukafiwa, akan
diselesaikan oleh KEDUA BELAH PIHAK melalui musyawarah kekeluargaan
untuk mencapai kesepakatan mengenali tanggung jawab perawatan dan
pembiayaan;

(5} Bilamana terjadi hal-haliperbuatan yang melanggar peraturan dan atau
menyangkut masalah perdata dan atau pidana, akan diselesaikan oleh KEDUA
BELAH PIHAK melalui musyawarah Kkekeluargaan untuk mencapai
kesepakatan;

i6) Peserla didik bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dituntut secara
hukum apabila dalam mengikuti pembelajaran klinik di rumah sakit PIHAK
KEDUA melakukan kesalahan di luar perintah atau tanpa sepengetahuan
Fembimbing/Pendidik yang menimbulkan kerugian pihak lain.

3 Paral Para Pihak
Pihak Pertama | Pikek Kedun
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Pasal 14
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Yang dimaksud Force Majeure dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah
peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat
tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerja Sama ini. Peristiwa dimaksud adalah
adalah seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor,
wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang,
pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah [
penguasaan,

Apabila terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1),
maka pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis
kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak
terjadinya peristiwa atau berakhimya kejadian sebagaimana dimaksud pada
pasal 15 ayat (1).

PARA PIHAK sepakat untuk musyawarah mufakat mengenai

kelangsungan/kelanjutan Perjanjian ini dan PARA PIHAK tidak boleh saling
menuntut.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

PARA PIHAK dapat saling memperclen informasi mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, dan hanya
semata-mata digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan dasar
dan tujuan perjanjian;

Evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam perjanjian ini akan dilakukan setiap 6
{enam) bulan oleh PARA PIHAK;

Setiap pelaksanaan program dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai
masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Dalam hal terjadi perubahan status badan hukum oleh salah satu pihak, maka
isi dan substansi peranjian kerja sama ini akan tetap berlaku sampai dengan
berakhimya perjanjian kerja sama ini;

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini atau perubahan yang
dipandang perlu oleh PARA PIHAK diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian
tambahan atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari
peranjian kerja sama ini.

Pasal 16
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 Tahun terhitung sejak
ditandatangani perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang lagi dalam
kurun wakiu yang sama;

Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan dan/atau diperpanjang atas
persetujuan PARA PIHAK sedikitnya untuk masa 1 (satu) tahun,

Paraf Pars Pllhak
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Parpanjangan dan/atau pengakhiran Peranjian Kerja Sama sebagaimana
dimaksud pada pasal 16 ayat (2), diajukan cleh salah satu PIHAK kepada
PIHAK LAINNYA paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhimya jangka
waktu Parjanjian Kerja Sama ini,

Apabila musyawarah kekeluargaan tidak mencapi titik termu, maka salah satu
pihak berhak untuk memutuskan perjanjian,

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul
sebagal akibat dan pelaksanaan Perjanjlan KerjJa Sama ini akan diselesaikan
sacara musyawaran dan mufakat oleh PARA PIHAK;

Apabila penyefesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dan tidak dapat diselesalkan dalam
waktu 30 (tiga puluh) harl sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu
pihak dan pihak lainnya, maka penyelesalannya akan dikembalikan kepada
pimpinan PARA PIHAK.

Pasal 18
FPENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka
Waktu Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan hai-hal sebagai berikut.

(1)

Salah sat Pihak tidak memenuhi atau mefanggar salah satu atau lebih
ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan tetap tidak memenuhi
atau ftdak berusaha untuk memperbaikinga setelah menerma surat
teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender, Pengakhiran beriaku
efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian
Kerja Sama ini dari Pihak yang dirugikan;

Berakhimya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah
bmbul yang belum diselesalkan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya,
sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama
ini akan tetap berlaku sampal terselesaikannya kewajlban tersebut oleh Pihak
yang wajib melaksanakannya.

Pasal 19
PEMBERITAHUAN

Semua sural menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pemyataan-
pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan periu ditakukan oleh
salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja
Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung
atau secara lektronik (email) dan dialamatkan kepada :

[ Poral Poca Ploak |

Fihok Pertama i Pihak Kedua
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PIHAK PERTAMA Akademi Administrasi Rumah Sakit Mataram
JI. Amir Hamzah No.11 Mataram

Up. - Bidang Humas dan Kerja Sama

Telp/Faks. : 085333734445

Email . Aarsmatarami@igmail com
PIHAK KEDUA Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

Jalan Ahmad Yani No.1 Selagalas Mataram

Up. - Direktur RS.J Mutiara Sukma

Teip/Faks. : (0370) 672140/ (0370) 671515

Email ¢ rsjmutiarasukma@gmail.com

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu
pinak kepada pihak lain secara tertulis.

Pasal 20
PENUTUP

Naskah Perjanjian KerjJasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani cleh

PARA PIHAK di atas malerai yang cukup serta masing-masing mempunyal kekuatan
hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
DIREKTUR AKADEMI ADMINISTRASI DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MAH SAKIT MATARAM ﬂ
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LAMPIRAN PERJANJIAN KERJASAMA
AKADEMI ADMINISTRASI RUMAH SAKIT

MATARAM
DENGAN RUMAH SAKIT JIWA

MUTIARA SUKMA

TENTANG

PELAKSANAAN MAGANG, PRAKTIK
PELAJAR LAPANGAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT DI RUMAH

SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

KESEPAKATAN BIAYA PELAKSANAAN MAGANG, PRAKTIK PELAJAR
LAPANGAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

DI RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

PELAYANAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KESEHATAN B
1) Pendidikan Klinik/ Praktek Kerja lapangan
a) DI-D 24 500 Per orang/Hari
b) DIV-51 B 25.000 Per orang/Har
¢) Profesi Ners/Profesi Nakes Lain/52/5.3 27000 Per orang/Hari
2) Pelaksanaan OSCE 3.500.000 Per paket Kegiatan
3) Ujian il
Per
a) DI=D1 40 000 orang/Kegiatan
Per
| BRSNeE 0009 | orang/Kegiatan
c) Profesi Keperawatan/Tenaga Kesehatan 80,000 Per
. Lain ' orang/Kegiatan
maksimal 40
|4]| Skill Lab 2.500.000 geserta poc hari |
Penelitian
.3) ljin Pengambilan Data
a) DI-D 1IN B85.000 Per orang/Judul
b) DIV-51 95.000 Per orang/Judul
c) Profesl/S2/S3 105.000 Per orang/Judul
d) Individu/Lembagalnstansi 1
- _Skala Regional/Lokasi =00.000 Per orang/Judul
- Skala Nasional/Internagional 1.000.000 Per orang/Judul
6) ljin Penelitian
a) DI-DIi 100.000 Per orang/Judul
b) DIV-51 125.000 Per orang/Judul
c) Profesi/S2/53 150.000 Per orang/Judul

Paral Para Pilink |
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. d} Individu/Lembaga/instansi: _ ]
i - Skala Regional/Lokasi 1.000.000 Per orang/Judul
| - Skala Nasional/intemasional 1 1.500.000 Per orang/Judul
| 7} Rekomendasi Etik Penelitian 150.000 Per orang/Judul
8) Studi Banding (dengan snack dan makan 150.000 Per orang/hari
siang) '
8} Studi Banding (dengan snack tanpa makan Per orang/hari
| siang) 335.000
10) Studi Banding (tanpa snack dan makan siang) | 300.000 Per orang/hari
11) Kunjungan Lapangan/Hospital Tour o
. a) Pendamping 75.000 Per orang/hari
| Kategori Pengunjung
b} Siswa/Mahasilswa |
Paket 1 25.000 Per orang/hari
Paket 2 40.000 Per orang/hari _
Paket 3 50.000 Per orang/hari
Paket 4 65.000 Per orang/hari
12) Perpustakaan I
a) Biaya Kartu Anggota 15.000 Per orang/Tahun
b) Denda Keterlambatan Pengembalian 5.000 Per buku/Hari
' Sesuai harga | Per buku
c) Denda Menghilangkan Buku ' buku terbitan
terbaruy
13) Penerbitan Sertifikat N |
a) Dalam bentuk e-serfikat 10.000 Per e-sertifikat
b} Dalam bentuk sertifikat tercetak 15.000 Per sertifikat
14) Orientasi dan Pengambilan Sumpah Peserta 65.000 Per
Didik ' Orang/Kegiatan
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
DIREKTUR AKADEMI ADMINISTRASI DIREKTUR F!LIMAH EAHIT JIVWA,
7 SRUMAH SAKIT MATARAM zf
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